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Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya, Panduan 
Model Perancangan Format Laporan Tahunan Pemerintah 
Daerah  yang Komprehensif dan Sesuai dengan 
Kebutuhan Pengguna dapat diselesaikan dengan baik. 
Buku Panduan ini dimaksudkan untuk membantu staf 
pemerintah daerah dalam pembuatan format laporan 
pemerintah agar staf pemerintah daerah mendapatkan 
gambaran secara jelas dalam menyelesaikan pembuatan 
laporan tersebut.  
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, 
bila ada kritik dan saran dari pembaca akan kami terima 
dengan senang hati. Penulis menyampaikan terima kasih 
kepada rekan-rekan staf pengajar dan mahasiswa di 
Jurusan Akuntansi atas masukan dan kritik membangun 
yang telah diberikan, seterusnya terimakasih untuk semua 
pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa 
moril maupun materil agar terwujudnya buku ini. Semoga 
apa yang telah kami terima dari semua pihak, mudah-
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mudahan mendapat imbalan dari Allah SWT dan menjadi 
amal baik bagi kita semua. Aamiin yarobbil’alamin. 
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Pemerintah daerah di Indonesia saat ini 
dihadapkan pada kewajiban penyusunan beragam 
laporan. Dari sisi keuangan, pemerintah daerah 
berdasarkan amanat UU No.17/2003 tentang keuangan 
negara diwajibkan unuk menyusun laporan keuangan 
pemerintah daerah. Selain itu pemerintah daerah juga 
diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan 
instansi pemerintah sebagai salah satu bentuk  
pertanggungjawaban atas akuntabililitas instansinya. 
 Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
informasi tentang laporan penyelenggaraan pemerintah 
daerah merupakan bentuk laporan lain yang harus disusun 
oleh pemerintah daerah. Keberagaman jenis laporan ini 
kemudian menjadi menarik untuk diteliti, terutama terkait 
aspek sejauhmana kebermanfaatan setiap informasi yang 
disajikan bagi para stakeholder pemerintah. 
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Beberapa penelitian menemukan, pelaporan 
pemerintah daerah yang ada di Inonesia saat ini baru 
terbatas pada pemenuhan kewajiban semata. Laporan 
pemerintah daerah baik laporan keuangan maupun 
laporan kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas 
pemerinta sebagaimana telah diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Namun pemanfaatan 
informasi yang disajikan oleh para pengguna masih 
sangat minim. Kondisi ini memunculkan pertanyaan 
apakah ”kerepotan” dan cost yang dikeluarkan untuk 
penyusunan berbagai laporan tersebut sebanding dengan 
benefit atas ketersediaan informasi tersebut. Setidaknya 
terdapat 3 laporan yang harus dihasilkan oleh pemerintah 




Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) 
 
Diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara diikuti dengan kewajiban pemerintah 
pada berbagai level (Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota) 
untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan Pemerintah 
(PP) No.24 tahun 2005 yang disempurnakan menjadi PP 
No.71 tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP). Laporan keuangan pemerintah 
merupakan hak publik yang harus diberikan oleh 
pemerintah, baik pusat maupun daerah (Halim, 2007).  
Hak publik atas informasi keuangan merupakan 
konsekuensi dari konsep pertanggungjawaban publik. 
Pertanggungjawaban publik mensyaratkan bahwa 
pemerintah wajib memberikan laporan keuangan sebagai 
bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan 
(accountability & stewardship). 
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Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun 
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 
oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Laporan 
keuangan terutama digunakan untuk membandingkan 
realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi 
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu 
entitas pelaporan, dan membantu menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 
Laporan keuangan pemerintah haruslah memuat 
informasi akuntansi yang merepresentasikan kondisi 
keuangan, posisi keuangan, aliran kas dan data-data 
keuangan lain suatu pemerintahan. Pelaporan keuangan 
pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang 
bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas 
dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial 




Penyusunan laporan keuangan daerah ini 
merupakan manifestasi dari kewajiban yang tertuang 
dalam seperangkat peraturan perundang-undangan yang 
berlaku seperti PP71/2010, PP 24/2005, Permendagri 
13/2006, dan Permendagri 59/2007. Disamping itu, 
tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu 
pilar dari perwujudan good governance juga berdampak 
pada kewajiban untuk menyusun laporan keuangan 
pemerintah.  
Laporan keuangan pemerintah daerah yang 
dipersyaratkan dalam PP 71/ 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan antara lain meliputi Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran lebih (SAL), Laporan Arus Kas, Neraca, 
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Secara umum laporan keuangan pemerintah 
daerah bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat 
untuk pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 
pengambilan keputusan (SAP, 2010). Informasi dalam 
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laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan 
untuk mengevaluasi kinerja pembangunan pada tahun 
sebelumnya, yang akan diproyeksikan untuk perencanaan 
tahun selanjutnya (Halim, 2007).  
Lebih jauh laporan keuangan pemerintah 
diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan dasar 
dalam pengambilan keputusan (Ryan et al., 2002). 
Namun, laporan tahunan (laporan keuangan) seringkali 
belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari 
entitas pemerintahan (Steccolini, 2002). Padahal secara 
umum laporan keuangan merupakan media utama 
akuntabilitas (pendapat lainnya: Boyne dan Law, 1991; 
Ryan et al., 2000; Taylor dan Rosair, 2000; Coy et al., 






Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) 
 
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban 
suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 
alat pertanggungjawaban secara periodik (Inpres 7/1999).  
Instansi pemerintah harus melaporkan akuntabilitas 
kinerjanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan 
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja 
suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis 
instansi. Instansi yang wajib menyampaikan LAKIP 
adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada 
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Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
dan unit kerja mandiri. 
Landasan hukum penyusunan LAKIP adalah 
Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi 
Pemerintah, PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan 29/2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP berisi 
informasi tentang gambaran umum organisasi, 
perencanaan dan perjanjian kinerja dan akuntabilitas 
kinerja. LAKIP dimanfaatkan untuk (Permenpan 29/ 
2010): 
a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak 
yang membutuhkan; 
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode 
yang akan datang; 
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan 
kegiatan yang akan datang; 





Evaluasi LAKIP dilakukan secara berkala 
mengacu pada Kepmenpan No.135/2004 tentang  
Pedoman Umum Evaluasi LAKIP. Evaluasi LAKIP 
didefinisikan sebagai aktifitas analisis yang sistematis, 
pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan masalah 
serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan 
dengan tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas 
instansi pemerintah.  
Evaluasi LAKIP bertujuan untuk menilai 
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi 
Pemerintah (SAKIP), menilai pelaksanaan program dan 
kegiatan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas serta memberikan informasi 
kinerja instansi (Kepmenpan 135, 2004). Kegiatan 
evaluasi LAKIP dilakukan oleh Kementerian PAN dan 
RB bersama BPKP. Evaluasi dilakukan terkait penilaian 
SAKIP dan penilaian kinerja instansi pemerintah. 
Namun dalam prakteknya LAKIP yang disusun 
oleh pemerintah hanya fokus pada memenuhi kesesuaian 
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dengan format yang diatur dan ketepatwaktuan 
penyampaiannya, LAKIP belum memperhatikan 
kandungan informasi yang disajikan (Mimba et al., 2012).  
Hal senada juga ditemukan oleh Akbar et al 
(2012), penetapan indikator kinerja didalam LAKIP lebih 
diperuntukkan memenuhi aturan yang berlaku bukan 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi. 
Kurangnya pertimbangan kualitas informasi dalam 
LAKIP yang disebabkan oleh lemahnya kapasitas 
institusional mengakibatkan pengukuran kinerja hanya 





Pemerintah Daerah (LPPD) 
 
LPPD merupakan laporan atas penyelenggaran 
pemerintah daerah selama satu tahun anggaran 
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
(PP 3/2007). Pelaporan LPPD mencakup urusan 
desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum 
pemerintahan. LPPD disusun berdasarkan asas 
transparansi dan akuntabilitas. LPPD kabupaten/kota 
diserahkan oleh bupati/walikota kepada menteri melalui 
gubernur. LPPD berisi informasi tentang gambaran umum 
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, 
urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum 
pemerintahan.  
 Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) merujuk 
pada PPNo.6 tahun 2008 yang meliputi Evaluasi Kinerja 
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Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi 
Kemampuan Penyelenggaraan  Otonomi Daerah 
(EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). 
Sumber utama EKPPD adalah LPPD, dan penilaian 
dilakukan oleh tim. EKPPD dimanfaatkan sebagai: 
a. bahan penilaian dan penetapan tingkat 
pencapaian SPM atau target kinerja untuk 
setiap urusan pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh daerah; 
b. bahan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 
c. bahan pertimbangan pemerintah dalam 
menetapkan kebijakan otonomi daerah;  
d. dasar tindakan korektif terhadap kebijakan 
nasional maupun daerah; 
e. alat deteksi dini bagi pemerintah maupun 
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan untuk memenuhi asas 
efektivitas dan efisiensi; 
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f. alat identifikasi kebutuhan peningkatan 
pengembangan kapasitas untuk mendukung 
desentralisasi dan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat setempat;  
g. umpan balik bagi pemerintah provinsi, dan 
kabupaten/kota dalam upaya perbaikan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah;  
h. alat identifikasi pencapaian pemenuhan 
kebutuhan masyarakat secara umum; 
i. alat identifikasi pencapaian pemenuhan 
kebutuhan kelompok sasaran; dan  
j. alat identifikasi untuk melakukan kerja sama 
antar pemerintahan daerah dan/atau dengan 







FORMAT LAPORAN PEMERINTAH DAERAH 
YANG KOMPREHENSIF DAN SESUAI DENGAN 
KEBUTUHAN PENGGUNA 
 
Hasil penelitian terhadap kandungan informasi yang 
tersaji pada ketiga laporan diatas menunjukkan, terjadi 
redundancy informasi yang disajikan pada satu laporan 
dengan laporan lainnya. Selain itu juga ditemukan 
terdapat inkonsistensi data untuk informasi yang sama. 
Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu laporan 
pemerintah daerah yang terintegrasi, komprehensif dan 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan yang 
komprehensif ini menggabungkan informasi yang selama 
ini tersaji dalam laporan terpisah dan juga sudah 
didasarkan pada kesesuain dengan kebutuhan pengguna. 
Berikut pengembangan model format laporan pemerintah 
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daerah yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna: 
 
BAB I   Pendahuluan 
Bagian pendahuluan memuat informasi tentang dasar 
hukum pelaporan pemerintah daerah, gambaran umum 
daerah, serta tugas pokok, fungsi dan struktur 
pemerintahan daerah. Gambaran umum daerah meliputi 
seluruh aspek antara lain geografis, topografi, 
karakteristik wilayah, pendidikan, perekonomian, 
keuangan, kesehatan, sosial budaya dan aspek 
lingkungan. 
 
 BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD)  
Bagian dua laporan pemerintah daerah memuat informasi 
tentang aspek perencanaan pada pemerintah daerah. 
Proses perencanaan yang dimuat mulai dari visi dan misi, 
strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan 
daerah. Informasi ini penting dimuat dalam laporan 
pemerintah daerah karena perencanaan memegang peran 
vital dalam pelaksanaan pembangunan didaerah. 
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Perencanaan yang baik merupakan prasyarat bagi 
keberhasilan pembangunan manusia didaerah 
 
Bab III Akuntabilitas Kinerja 
Bagian ketiga memuat informasi tentang akuntabilitas 
kinerja pemerintah daerah. Informasi akuntabilitas kinerja 
meliputi indikator kinerja, kerangka pengukuran kinerja, 
capaian kinerja dan evaluasi kinerja. Informasi ini penting 
disampaikan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan 
terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Informasi 
ini juga bermanfaat bagi internal pemerintah daerah untuk 
melakukan self review atas pelaksanaan program dan 
kegiatan yang telah direncanakan. 
 
BAB IV  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Bagian keempat secara khusus menyajikan informasi 
tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Aspek 
penyelenggaraan pemerintah daerah ini meliputi urusan 
desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum 
pemerintah. Berbeda dengan informasi pada bagian tiga 
(akuntabilitas kinerja) pada bagian empat fokus informasi 
yang tersaji adalah tentang penyelenggaraan pemerintah 
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daerah bukan pada akuntabilitas setiap program dan 
kegiatan yang telah direncanakan. 
 
BAB V Laporan Keuangan 
Pada bagian kelima disajikan secara khusus informasi 
tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan 
keuangan pemerintah daerah yang disusun meliputi 
laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan 
saldo anggaran lebih, neeraca, laporan arus kas, laporan 
perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. 
Selain informasi tentang laporan keuangan juga 
disampaikan informasi tentang opini Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah 
daerah tersebut. 
 
BAB VI Penutup 
Pada bagian terakhir ini disampaikan ikhtisar informasi 
setiap bab pada bagian 1-5. 
 












BAB I   Pendahuluan
A. DasarHukum
B. GambaranUmum Daerah






7. Bidang Keuangan dan Investasi
8. Sosial Budaya
C.Kedudukan, Kewenangan, Tugas Pokok Dan Struktur Organisasi
1. Kewenangan dan Tugas Pokok
2. Struktur Organisasi
 BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Indikator Kinerja
B. Kerangka Pengukuran Kinerja
B. Capaian Indikator Kinerja Makro
C. Capaian Indikator Kinerja Utama
D. Capaian Kinerja Sasaran Strategis
E. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
BAB IV  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
A. Urusan Desentralisasi
B. Tugas Pembantuan
C. Tugas Umum Pemerintah
BAB V Laporan Keuangan
A. Pernyataan Opini BPK
B. Pernyataan Tanggung Jawab
C. Laporan Realisasi Anggaran
D. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
E. Neraca
F. Laporan Operasional
G. Laporan Arus Kas
H. Laporan Perubahan Ekuitas
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